
Mengingat: l. Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958 tenlang Pcmbcntukan 
Dacrah daerah Tingkat II dalam Wilayah Dacrah-daerah 
Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5587) scbagaimana Lelah diubah bebcrapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Lentang Pcmcrintahan Dacrah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tcntang Cipta Kerja 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6673); 

b. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2019 
tcntang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalarn Negeri sudah 
tidak scsuai dengan kondisi dan perkembangan hukurn saat 
ini sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menclapkan Peraturan 
Bupali tentan.g Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negcri; 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perjalanan dinas dalam 
ncgeri yang dilaksanakan secara tertib, cfisien, ckonomis, 
efektif, transparan dan bertanggung jawab perlu dibcrikan 
landasan hukurn untuk menjarnin kepastian hukum; 

BUPATI KLUNGKUNG, 

DENGAN RAHMAT TUl'IAN YANG MAHA ESA 

BUPATl KLUNGKUNG 
PROVfNSI BAL! 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

fb;. 



1. Oaerah adalah Kabupaten Klungkung. 
2. Pcmcrint.ah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Klungkung. 
3. Bupati adalah Bupati Klungkung. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah DPRD Kabupatcn Klungkung. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekrelaris Dacrah Kabupaten 

Klungkung. 
6. PcrjaJanan dinas dalam ncgeri yang sclanjutnya disebut 

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang 
dilakukan oleh pcjabat negara, pejabat daerah, aparatur 
sipil negara, dan pihak lain di dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan 
Perncrintahan Daerah. 

7. Pcrjalanan dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas keluar 
wilayah Provinsi Bali. 

8. Perjalanan dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalarn 
wilayah Provinsi Bali. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pcgawai Negeri Sipil dan 
Pcgawai Pcmerintah dengan Perjanjian Kerja. 

10. Pcjabat Eselon II adalah Pcjabat Pimpinan Tinggi Pratama di 
Lingkungan Pemcrintah Daerah. 

11. Pihak lain adalah pelaksana perjalanan dinas selain yang 
dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, dan ASN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSAl'\IAAN PER.JALANAN 
DIN AS DALAM NEGERT. 

MEMUTUSKAN : 

4. Peraturan Pernerintah Nornor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 lentang Slandar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 



12. Surat Perintah Tugas yang sclanjutnya disingkat SPT adalah 
naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan 
yang berisi perintah untuk melaksanakan pckerjaan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat 
SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang bcrwenang 
kepada pelaksana perjalanan dinas untuk melaksanakan 
perjalanan dinas. 

14. Pelaksana SPPD adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN, 
dan pihak Jain yang melaksanakan Perjalanan Dinas. 

15. Lumpsum adalah suatu jurnlah uang yang telah dihitung 
terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan 
sekaligus. 

16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 
bukti pengeluaran yang sah. 

17. Perhitungan Rampung adalah pcrhitungan biaya Perjalanan 
Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan rill dan Lumpsum. 
berdasarkan ketcntuan yang bcrlaku. 

18. Pcrangkat Daerah adalah Pcrangkat Dacrah di Lingkungan 
Pemcrintah Daerah. 

19. Ternpat Kedudukan adalah lokasi Perangkat Daerah. 
20. Tempat 1'ujuan adalah tempat atau Kota yang menjadi 

tujuan Perjalanan Dinas. 
21. Rumah Sakit Urnum Daerah sclanjutnya disingkat RSUD 

adalah RSUD Kabupatcn Klungkung. 
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat 

Dacrah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, bclanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
anggaran oleh pcngguna anggaran. 

23. Vang Persediaan atau yang disingkat UP adalah uang muka 
kerja dalam jumlah tcrtcntu yang diberikan kcpada 
bendahara pengcluaran untuk mcmbiayai kegiatan 
operasional pada satuan kerja pcrangkat daerah/ unit 
satuan kerja pcrangkat daerah dan/ atau untuk membiayai 
pengcluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 
rnungkin dilakukan melalui mekanisme pcmbayaran 
langsung. 

24. Pembayaran Langsung atau yang disingkat LS adalah 
pembayaran langsung kepada bcndahara 
pengeluaran/ pencrima hak lainnya alas dasar perjanjian 
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya 
melaui penerbitan surat pcrintah membayar langsung. 



Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mcngikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejcnis lainnya; 
c. pengumandahan (detasering); 
d. mcnernpuh ujian dinas/ujian jabatan; 
e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau 

mcnghadap seorarig doktcr penguji kcschatan yang 
ditunjuk, untuk mendapatkan surat kcterangan doktcr 
ten tang kcsehatannya guna kepcntingan jabatan; 

f. memperolch pengobatan berdasarkan surat ketcrangan 
dokter karcna mendapat cedcra pada waktu atau karena 
mclakukan tugas; 

g. mendapatkan pcngobatan berdasarkan keputusan majclis 
penguji kesehatan pegawai negcri; 

h. pcnugasan untuk mengikuti pendidikan setara 
Diploma/Sl/S2/S3; dan 

1. mengikuti pendidikan dan peJatihan. 

Pasal 4 

BAB IV 
PELAKSANAAN PERJALANAN DlNAS 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mcmperhatikan prinsip 
se bagai beriku t: 
a. selektif, yaitu hanya untuk kcpenlingan yang sangat tinggi 

dan prioritas yang bcrkaitan dengan pcnyelenggaraan 
pcmcrintahan, pcmbangunan dan kcmasyarakatan; 

b. ketcrsediaan anggaran dan kescsuaian dengan pcncapaian 
kincrja Pcrangkat Daerah; 

c. efisicnsi penggunaan bclanja Dacrah; dan 
d. akuntabilitas pcmberian perintah pclaksanaan Perjalanan 

Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas; 

PasaJ 3 

BABITl 
PRINSIP PERJALANAN DTNAS 

Peraturan Bupati ini mengatur mengcnai pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi 
Bupati, Wakil Bupati, DPRD, ASN dan pihak lain yang 
dibcbankan pada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 2 

BAB n 
RUANG LlNGKUP PERJALANAN DINAS 



d. Asisten Sekrctaris Daerah bagi yang melakukan 
Perjalanan Dinas Kepala Bagian di lingkup Sekretarial 
Dacrah dan bawahannya. 

c. Kcpala Perangkai Daerah bagi bawahannya yang ada di 
lingkup masing-masing Pcrangkat Daerah dan Pihak lain. 

f. Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kcpala 
Bagian pada Sekrctariat DPRD, Pejabal Eselon Ill pada 
Badan/Dinas/ RSUD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Daerah bagi pcgawai bawahannya dan Pihak Lain untuk 
Perja.Janan Dinas dalam kota. 

(3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling scdikit 
rnencantumkan hal-hal sebagai berikut: 
a. dasar hukum; 
b. pemberi tugas; 
c. pclaksana tugas; 
d. waktu pelaksanaan tugas: dan 
c. tcmpat pelaksanaan tugas. 

(4) Penerbitan dan penandatanganan SPT sebagairoana 
dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pencrbitan 
dan penandatanganan SPPD. 

c. Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, bagi yang 
melaksanakan Perjalanan Dinas untuk : 
1. Stai Ahli; 
2. Inspektur Daerah; 
3. Asistcn Sekrctaris Daerah; 
4. Kepala Perangkat Daerah; dan 
5. Direktur RSUD. 

(1) PerjaJanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan 
polaksana PcrjaJanan Dinas yang tertuang dalam SPT. 

(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandatangani 
oleh: 
a. Bupati bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk: 

1. Bupati; 
2. Wakil Bupati; dan 
3. Sckretaris Daerah. 

b. Kctua DPRD, bagi yang melaksanakan Pcrjalanan Dinas 
untuk: 
1. Ketua DPRD; 
2. Wakil Ketua DPRD; 
3. Anggota DPRD; dan 
4. Sekretaris DPRD. 

Pasal 5 



(1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf b mcrupakan satuan biaya perjalanan yang terdiri 
atas: 
a. satuan biaya tiket pesawat atau moda transportasi lain 

pergi pulang (PP); 

Pasal8 

(1) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a merupakan penggantian biaya kcperluan 
sehari-hari pelaksana Perjalanan Dinas dalam menjalankan 
perintah Pcrjalanan Dinas Jcbih dari 8 (de1apan) Jam. 

(2) Pengganti biaya kepcrluan sehari-hari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan uang saku, 
kepcrluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. 

(3) Pcrjalanan Dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya 
dapat dibcrikan uang transportasi lokal. 

(4) Pcmberian uang transport lokal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dikecualikan bagi ASN yang tambahan 
penghasilan pegawainya dibayar berdasarkan produktivitas 
kcrja. 

(5) Uang harian dalam rangka menjalankan tugas unluk 
mcngikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan untuk mengikuti 
perididikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalarn 
kola yang melcbihi 8 (delapan) jam pelatihan atau 
diselenggarakan di luar kola. 

Pasal 7 

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai bcrikut: 
a. uang harian; 
b. biaya transport; 
c. biaya pcnginapan; dan 
d. uang reprcsentasi Perjalanan Dinas. 

PasaJ 6 

BAB V 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

(6) Format SPPD scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Pejabat yang rnenerbitkan SPPD berwenang untuk 
mcnetapkan biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang 
digunakan untuk melaksanakan Pcrjalanan Dinas yang 
bcrsangkutan dengan memperhatikan kepcnlingan serta 
tujuan Perjalanan Dinas tersebut. 



b. satuan biaya taksi Perjalanan Dinas; 
c. satuan biaya transportasi darat dari Ibu Kota Provinsi kc 

Kabupalcn/Kota dalam Provinsi yang sama (one way); 
dan 

d. satuan biaya transportasi darat dari OKI Jakarta kc 
Kabupatcn/Kot:a sckitar (one way). 

(2) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a, merupakan biaya untuk pembclian tiket 
pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara 
keberangkatan suatu Kola ke bandara Kota tujuan. 

(3) Satuan biaya rnoda transportasi lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, rnerupakan biaya untuk 
keperluan transportasi kcluar Kota pergi pulang (PP) dari 
tempat kedudukan ke tempat rujuan. 

(4) Saluan biaya taksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, digunakan untuk biaya 1 [satu] kali perjalanan 
taksi: 
a. keberangkatan : 

l. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, 
pelabuhan, terminal atau stasiun untuk 
keberangkatan kc ternpat tujuan; dan 

2. dari bandara, pelabuhari, terminal atau stasiun 
kedatangan mcnuju ternpat tujuan. 

b. Kcpulangan : 
1. dari tempai tujuan mcnuju bandara, pelabuhan, 

terminal atau stasiun untuk kcberangkatan ke 
tempat kcdudukan asal; dan 

2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun 
kedatangan menuju karuor tempat kedudukan asal. 

(5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayal (4) tidak dapat dijangkau 
dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, 
terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan 
satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi 
lainnya. 

(6) Satuan biaya transportasi darat dari Ibu Kola Provinsi kc 
Kabupaten/Kota dalarn Provinsi yang sama (one way atau 
sekali jalan] scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
merupakan biaya transportasi darat dari ternpat kedudukan 
di Ibu Kota Provinsi kc tempat tujuan di Kabupateri/Kota 
Lujuan dalam 1 (satu) Provinsi yang sama atau scbaliknya. 

(7) Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta kc 
Kabupaten/Kota sekitar (one way) sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf d, merupakan biaya yang digunakan 
untuk kebutuhan biaya transportasi dari Lempat 
kedudukan di DKT Jakarta ke tempat tujuan di 



(1) Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan 
pelaksanaan tugas di Tcrnpat Tujuan dapaL diberikan scwa 
kendaraan dalarn kota. 

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah 
termasuk biaya untuk pengcmudi, bahan bakar minyak, dan 
pajak. 

(3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan sesuai Biaya Riil. 

Pasal 12 

Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud 
daJam Pasal 6 tercantum dalam Larnpiran 11 yang merupakan 
bagian Lidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pusal l l 

(2) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti alas pengeluaran 
tambahan dalam kcdudukan sebagai pejabat ncgara, 
pejabat daerah, pcjabat eselon r dan pcjabat eselon II dalam 
rangka perjalanan dinas, sepcrti biaya tips porter, tips 
pengemudi. 

(1) Uang represcntasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf d, hanya diberikan kepada pejabat 
negara, pcjabat daerah, pejabat eselon I dan pcjabat eselon 
II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam 
rangka pclaksanaan tugas clan fungsi yang melckat pada 
jabatan. 

Pasal 10 

(1) Saluan Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 6 huruf c merupakan biaya penginapan di hotel atau 
biaya penginapan di tcmpat rnenginap lainnya. 

(2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya 
penginapan, dibcrikan biaya penginapan secara Lumpsurri 
sebcsar 30% (Liga puluh pcrsen) dari tarif penginapan di 
kota ternpat tujuan. 

Pasal9 

Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota 
Bekasi, Kabupaten/ Kota Tangerang, Kota Tangcrang 
Selatan dan Kcpulauan Seribu atau scbaliknya. 



Penyctaraan biaya Perjalanan Dinas untuk pihak lain yang 
melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah 
Daerah ditentukan oleh pejabat yang rnenerbitkan dan 
mcnandatangani SPPD dengan mempertimbangkan tingkat 
pendidikan dan/alau kapasitas pihak lain. 

Pasal 16 

Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas scbagaimana dirnaksud 
daJam Pasal 6, sewa kendaraan scbagaimana dimaksud daJam 
Pasal 12 dan biaya rapid test atau biaya pengujian kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam 
Lampiran JV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Biaya Perjalanan Dinas sebagai mana dimaksud dalarn Pasal 6 
diberikan dengan ketentuan scbagai berikut: 
a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum dan mcrupakan 

batas lcrtinggi sebagaimana ditctapkan dalam Saluan Biaya 
Pcrjalanan Dinas; 

b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil 
berdasarkan fasilitas transport scbagaimana tercantum 
dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak 
Lcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dapat melampaui 
biaya transportasi sebagaimana ditctapkan dalam Saluan 
Biaya Perjalanan Dinas; 

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dcngan Biaya Riil dan 
tidak dapal melampaui tarif pcnginapan sebagaimana 
diletapkun dalam Satuan Biaya Perjalanan Dinas; 

d. uang rcpresentasi dibayarkan secara Lumpsum dan 
merupakan batas tertinggi scbagairnana ditetapkan dalam 
Saluan Biaya Perjalanan Dinas; 

Pasal 15 

Pasal 14 

(1) Dalam hal perjalanan dinas dilaksariakan pada rnasa 
pandemi COVI0-19 dapat diberikan biaya rapid test atau 
biaya pengujian kesehatan yang dipersyaratkan. 

(2) Biaya rapid test atau biaya pengujian kesehatan 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai 
dcngan Biaya Riil. 

Pasal 13 



(1) Dalam hal jurnlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari 
yang ditetapkan dalam SPT/SPPO dan Lidak discbabkan oleh 
kesalahan/kelalaian pclaksana perjalanan dinas, dapat 
diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kcndaraan dalam Kota paling banyak 2 
(dua) hari. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang represcntasi, 
dan sewa kendaraan dalam Kota scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dimintakan kcpada Pcngguna Anggaran untuk 
mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa: 

Pasal 20 

(2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya 
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dibayarkan sctclah Perjalanan Dinas selesai. 

(1) Biaya Pcrjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas 
dilaksanakan. 

Pasal 19 

(3) Dalam hal terdapat komponen biaya Perjalanan Dinas tidak 
ditanggung oleh panitia penyclcnggara, komponen biaya 
Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD 
scsuai dengan surat dari panitia penyelenggara. 

(2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh panitia 
penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas tidak dibebankan pada 
DPA-SKPD. 

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
Pasal 12 dan Pasal 13 dibebankan pada DPA-SKPD. 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) J\judan/Sekretaris Pribadi Bupati/Wakil Bupati yang 
mcngikuti Bupati/Wakil Bupati melakukan Perjalanan Dinas 
diberikan fasilitas mcnginap di tempat penginapan yang sama 
dengan Bupati/Wakil Bupati dengan biaya penginapan scsuai 
Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal tarif penginapan di tempat menginap Bupati/Wakil 
Bupati melebihi tarif penginapan ajudan/sekrctaris pribadi 
sesuai Satuan Biaya Pcrjalanan Dinas, ajudan/sekn.:taris 
pribadi mengambil tarif penginapan terendah di tempat 
menginap Bupati/Wakil Bupati. 



(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas 
pagu anggaran yang terscdia dalam DPA-SKPD. 

(2) Pcmbayaran biaya Perjalanan Dinas kcpada Pelaksana 
Perjalanan Dinas paling ccpal 5 (lima) hari kcrja sebelurn 
Perjalanan Dinas dilaksanakan, kecuali pada akhir tahun 
anggaran. 

Pasal 21 

BAB Vl 
PEMBAYARAN BlAYA PERJALANAl'l DINAS 

(8) Format Surat Pembebanan biaya pembatalan pelaksanaan 
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
tercanturn dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Dalarn hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jum.lah 
hari yang ditetapkan dalarn SPPD, Pelaksana Perjalanan Dinas 
harus mengcmbalikan kelcbihan uang harian, biaya 
penginapan, uang representasi, dan scwa kendaraan dalam 
Kola yang telah dilerimanya kepada Pengguna Anggaran. 

(6) Apabila pelaksana perjalanan dinas mernbatalkan perjalanan 
dinasnya berdasarkan pcrintah atasan, maka ganti rugi atas 
biaya yang sudah dikcluarkan dibcbankan pada DPA-SKPD. 

(7) Format Surat pcrnbatalan scbagairnana dimaksud pada ayat (6) 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupau ini. 

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, 
dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). tidak dapat diberikan untuk pcrjalarian dinas 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan 
huruf i, 

a. surat keterangan dari Syahbandar/Kcpala 
Bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/ atau 

b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pembcri tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayal (2), 
Pcngguna Anggaran membebankan biaya tambahan uang 
harian, biaya penginapan, uang represcntasi, dan scwa 
kcridaraan dalam Kota pada DPA-SKPD. 



(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen 
berupa: 
a. SPT; 
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang 

berwenang di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau 
pihak tcrkait yang menjadi Ternpat Tujuan Perjalanan 
Dinas; 

c. tiket pesawat, boarding pass/ airport tax/ retribuai atau 
bukti pembayaran moda transportasi lainnya; 

d. Pengeluaran Riil yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti 
pengeluaran nya, menggunakan format daftar pengeluaran 
riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VU yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini; 

c. bukti pembayaran yang sah untuk scwa kendaraan dalam 
Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang 
dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
penyewaan kendaraan; 

f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 
dan 

g. Laporan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas. 

(3) Pertanggungjawaban biaya Pcrjalanan Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pelaksana 
perjalanan dinas dalam kota untuk pihak lain yang diundang 
Pemerintah Daerah. 

(1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan 
pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan 
biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran paling 
lambat 5 (lima) hari kcrja setelah Perjalanan Dinas 
dilaksanakan. 

Pasal 23 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA 

PERJALANAN DINAS 

Dinas dilakukan melalui 
(UP} dan I a tau mekanisme 

Pembayaran biaya Perjalanan 
mekanisme Uang Persediaan 
Pembayaran Langsung (LS). 

Pasal 22 



dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

a. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 ten tang Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten 
Klungkung Tahun 2019 Nomor 81); dan 

b. Keputusan Bupati Nomor 426/23/HK/2019 Lentang Standar 
Biaya Perjalanan Dinas; 

Pada saat Peraturan Bupati ini rnulai berlaku: 

Pasal 26 

BABlX 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Kepala Perangkat Daerah menyclenggarakan pcngendalian 
internal terhadap pclaksanaan Perjalanan Dinas. 

(2) Pengendalian internal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan scsuai ketentuan pcraturan Perundang 
undangan. 

Pasal 25 

BAB vm 
PENGENDALIAN INTERNAL 

( 1) Pcjabat Pembual Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran 
melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengcluaran 
biaya Perjalanan Dinas dan disarnpaikan kepada Bendahara 
Pengcluaran: 

(2) Pejabat Pembuat Kornitrocn/Kuasa Pcngguna Anggaran 
berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas 
biaya-biaya yang tcrcanturn dalam daftar pengeluaran Riil 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d. 

(3) Pejabat Pernbuat Komitmen/ Kuasa Pengguna Anggaran 
mengcsahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) dan mcnyampaikan kepada Bcndahara 
Pengcluaran sebagai pcrtanggungjawaban Uang Perscdiaan 
(UP). 

Pasal 24 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerinLahkan 
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupaten Klungkung. 

Peraturan Bupali ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 27 



NIP NIP. 

Dikeluarkan : 
Tanggal 
Kepala ...... 

Yang bepergian. 

a. 
8 Pembebanan anggaran 

a. Instarisi 
b. Kode Rekcning 

9 Keterangan lain-lain 

7 a. Lamanya pcrjalanan dinas a. 
b. Tanggal berangkal b. 
c. Tanggal harus kembali c. 

b. a. Ternpat tujuan 

a. 6 a. Ternpat berangkat 

5 Alat angkulan yang dipergunakan 

4 Maksud pcrjalanan dinas 

c. c. Oaji Pokok 

b. b. Jab at an 

a. 3 a. Pangkat dan Golongan 

2 Nama Pegawai yang diberikan 
perintah 

1 Pejabat yang bcrwenang mernbcri 
pcrintah 

SURAT PERINTAT-T PERJALANAN DINAS 
LEM BAR 
NO MOR 

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG 
( Nama lnstansi dan Alarnat ) 

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

LAMPlRAN I 

PERATURAN BUPATl KLUNGKUNG 
NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENT ANG 
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 



Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang 
melakukan perjalanan dinas, para pcjabai yang 
mengesahkan tanggal bcrangkat/tiba serta pcmimpin 
satuan pemegang kas bertanggung jawab bcrdasarkan 
Peraturan-pcraturan Keuangan Negara apabila Negara 
menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kcalpaan. 

VI. PERHATlAN 

V Catatan lain - lain : 

( ) 

Pejabat yang rnernberi perintah 
Kepala . 

Telah diperiksa dengan keterangan 
bahwa perjalanan tersebut atas 
perintahnya dan scrnata-rnata 
unluk kepentingan jabatan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya. 

IV Tiba di kembali di 
(Tempat kedudukan) 
Pada tanggal : 

( ) ( ) 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kcpala . Kepala . 

Ill Tiba di 
Pada tanggal 

( ) ( ) 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala . Kepala . 

( ) 
Tl Tiba di 

Pada tanggal 

Berangkat dari : 
(Ternpat Kedudukan) 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala . 



UANG HARIAN UANG 
NO. TU JUAN SATUAN PERJALANAN HARIAN 

DIN AS DIKLAT 

(1) (2) (3) (4) (5) 
l. Aceh OH 360.000 140.000 
2. Sumatera Utara OH 370.000 40.000 
3. Riau OH 370.000 40.000 
4. Kepulauan Riau OH 370.000 40.000 
5. .Jambi OH 370.000 40.000 
6. Surnatera Barat OH 380.000 40.000 
7. Surnatera Selatan OH 380.000 40.000 
8. Lampung OH 380.000 40.000 
9. Bengkulu OH 380.000 40.000 
10. Bangka Belitung OH 410.000 40.000 
11. Ban ten OH 370.000 40.000 
12. Jawa Barat OH 430.000 40.000 
13. D.K.I Jakarta OH 530.000 40.000 
14. Jawa Tengah OH 370.000 40.000 
15. D.l. Yogyakarta OH 420.000 40.000 
16. Jawa Timur OH 410.000 40.000 
17. Nusa Tenggara Barat OH 440.000 40.000 
18. Nusa Tenggara Timur OH 430.000 40.000 
19. Kalimantan Barat OH 380.000 40.000 
20. Kalirnantan Tengah OH 360.000 40.000 
21. Kalimantan Selatan OH 380.000 40.000 
22. Kalimantan Timur OH 430.000 40.000 
23. Kalimantan Utara OH 430.000 40.000 
24. Sulawesi Utara OH 370.000 40.000 
25. Goron1.alo OH 370.000 40.000 
26. Sulawesi Barat OH 410.000 40.000 
27. Sulawesi Selatan OH 430.000 40.000 
28. Sulawesi Tengah OH 370.000 40.000 
29. Sulawesi Tenggara OH 380.000 40.000 
30. Maluku OH 380.000 40.000 
31. Maluku Utara OH 430.000 40.000 

a. Uang Harian Perjalanan Oinas Luar Kota 

l. SATUAN BIAYA UANG HARTAN PERJALANAN DINAS 

SATUAN BIA YA PERJALANAN DINAS 

LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATT KLUNGKUNG 

NOMOR 1 TAI-JUN 2020 
TENTANG 

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERl 



NO 
KOTA SATUAN BlAYA TIKET - 

ASAL 11JJUAN BISNlS EKONOMI 
1. DENPASAR JAKARTA :,.305.000 3.262.000 
2. DENPASAR AMBON 8.054.000 4.471.000 -- -- 
3. DENPASAR BALIKPAPAN 10.739.000 5.648.000 - 4. DENPASAR BANDA ACEH 10.835.000 6.279.000 
5. DENPASAR BANDAR LAMPUNG 6.236.000 3.647.000 -- 
6. DENPAS/\R BANDUNG 5.626.000 3.252.000 
7. DENPASAR BANJARMASfN 8.792.000 4.920.000 
8. DENPASAR BATAM 8.450.000 4.824.000 - 9. DENPASAR BIAK 16.729.000 8.995.000 - 

TL SATUAN BlAYA TRANSPORT 
a. Satuan Biaya Tikct Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP) 

d. Untuk perjalanan dinas dalam kota ke/ dari Nusa Penida selain diberikan 
uang harian sebagaimana dimaksud pada huruf b atau huruf c juga 
diberikan biaya pembelian tikct angkutan laul pergi pulang (PP) dari 
pelabuhan keberangkatan ke Pelabuhan tempat tujuan yang dibayarkan 
sesuai dengan Biaya Riil. 

I 
VANG 

NO TUJUAN SATUAN HARIAN 
PERJALANAN 

DlNAS 
1. Dalam Kabupaten Klungkung OH 50.000 

(Banjarangkan, Klungkung, 
Dawan) -- 2. Dalam Kabupaten Klungkung OII 75.000 
(Nusa Penida) 

3. Keluar Kabupaten Klungkung OH 100.000 

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalarn Kota Kurang Dari 8 (Delapan) Jam 

UANG HARIAN UANG 
NO. TU JUAN SATUAN PERJALANAN HARIAN 

DlNAS DIKLAT 

- 1. Dalam Kota lebih dari 8 OH 190.000 140.000 
(delapan) jam 

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kola Lebih Dari 8 (Delapan) Jam 

UANG HARIAN UANG 
NO. TU JUAN SATUAN PERJALANAN HARIAN 

DlNAS DLKLAT 

32. Papua OH 580.000 40.000 
33. Papua Barat OH 480.000 - 40.000 



NO PROVINS! SA'J'UAN BE SARAN 
l. ACEH Orang/Kali 123.000 
2. SU:\iATERA UTARA Orang/Kali 232.000 

3. RIAU Orang/Kali 94.000 
4. KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000 

5. JAMB I Orang/Kali 147.000 -- 
6. SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000 

7. SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000 

8. LAM PU KG Orang/Kali 167.000 - -- 9. BENGKULU Orang/Kali 109.000 -- 
10. BANGKA BELITUNC Orang/Kali 90.000 

,____ -- 446.000 11. BANTEN Orang/Kali 
12. JAWA BARAT Orang/Kali 166.000 

- 13. D.K.l. JAKARTA Orang/Kali 256.000 

- - 14. JAWATENGAH Orang/Kali 75.000 
I 

15. D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000 

- - 
16. JAWATIMUR Orang/KaJi 194.000 

159.000 17. BALI Orang/Kali 
18. NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000 

b. Saluan Biaya Taksi Pcrjalanan Dinas 

10. DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000 
11. DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 
12. DENPASAR MAKA SAR 4.182.000 2.631.000 ... 
13. DEN PA SAR MAt-;AOO 7.851.000 4.278.000 
14. DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 
15. DENPASAR MEDA~ 1.0.589.000 5.658.000 
16. DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 - - - 17. DEN PA SAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 
18. DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 
19. DEN PA SAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 .___ - 20. DEN PA SAR PO:'.'ITIANAK 7.990.000 4.738.000 
21. DENPASAR TIMlKA 10.140.000 6.129.000 
22. DENPASAR JAMBt 7.733.000 4.439.000 
23. DEN PA SAR YOGYAKARTA 3.861.000 2.481.000 
24. DENPASAR KENDARI 5.455.000 3.273.000 
25. DENPASAR SURABAYA 3.198.000 1.979.000 



Contoh 1 

Saudara A scbagai pejabat di instansi daerah mclakukan perjalanan dinas 
jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pcgunungan Bintang, alokasi biaya 
taksinya sebagai berikut: 

a. Keberangkatan 

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke 
Bandara Juanda Surabaya; 

2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang] ke 
tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten 
Pegununga.n Bintang; dan 

3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan 
penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi 
darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost. 

NO PROVINS[ SATUAN BESARAN 
19. NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 108.000 

20. KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000 

21. KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 111.000 

22. KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 150.000 

23. KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 450.000 

24. KALIMANTAN UTARA Orang/Kali l02.000 

25. SULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000 

26. GORONTALO Orang/Kali 240.000 

27. SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000 

28. SULAWESI SELATAN Orang/Kali 145.000 

29. SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000 

30. SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000 

31. MALUKU Orang/Kali 240.000 
32. MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000 

33. PAPUA Orang/Kali 431.000 
34. PAPUABARAT Orang/Kali 182.000 



- I KABUPATEN/KOTA TUJUAN I NO. lBU KOTA 
SATUAN BESA RAN PROVINSI 

ACEH 
l Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali 275.000 
2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali 298.000 - 3 Banda Acch Kab. Aceh Besar Orang/Kali 183.000 
4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali 238.000 
5 Banda Aceh Kab. Aceh Selata:;;- Orang/Kali 325.000 
6 BandaAceh Kab. Aceb Singkil Orang/Kali 420.000 
7 Banda Acch 

- 
Kab. Acch Tarniang Orang/Kali 315.000 

8 BandaAceh Kab. Acch Tengah Orang/Kali 293.000 ..____ 
9 Banda Acch Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali 60.000 ~ 

10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali 289.000 - 
BandaAceh 

- - 11 Kab. Aceh Utara Orang/Kali 270.000 -- 12 Banda Aceh Kab. Bener Mcriah Orang/Kali 278.000 ---- 13 Banda Acch Kab. Bireuen Orang/Kali 220.000 
14 Banda Aceh Kab. Gayo Lucs Orang/Kali 370.000 - 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali 275.000 
16 BandaAceh Kab. Pidie Orang/Kali 190.000 
17 BandaAceh Kab. Pidie .Jaya Orang/Kali 205.000 
18 BandaAceh Kota Langsa Orang/Kali 301.000 - 19 Banda Aceh Kola Lhokseumawe Orang/Kali 240.000 --- 20 BandaAceh Kata Subulussalam Orang/Kali 400.000 

SUMATERA UTARA ~ 
21 Medan Kab. Asahan Orang/Kali 259.000 - 22 Medan Kab. Batubara Orang/Kali 225.000 
23 Medan Kab. Dairi Orang/Kali 270.000 - 24 Medan Kab. Deli Scrdang Orang/Kali 186.000 
25 Medan Kab. llumbang Hasundutan Orang/Kali 300.000 - - -- 26 Medan Kab. Karo Orang/Kali 200.000 - -- 
27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali 287.000 - --- 

Orang/Kali 360.000 28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan 
29 Medan Kab. Labuhan Batu Ut.ara Orang/Kali 300.000 

>----- . 
Orang/Kali 186.000 30 Medan Kab. Langkat 

31 Medan K.ab. Mandailing Natal Orang/Kali 420.000 .__ i- -- 
32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali 420.000 
33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali I 420.000 
34 Medan Kab. Pak:pak Bharat Orang/Kali 300.000 
35 Medan Kab. Samosir Orang/Kali 330.000 -- 36 Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali 200.000 - - - 37 Medan Kab. Simalungun Orang/Kali 264.000 ,...._ 

Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali 328.000 38 Medan 
------ - f- 

39 Medan Kab. Taparruli Tcngah Orang/ Kali 345.000 
40 Medan Kab. Tapanuli Ut.ara Orang/Kali 330.000 
41 1 Medan Kab.Toba Orang/Kali 300.000 
42 Medan Kota Binjai Orang/Kali 180.000 -- 

c. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Jbu Kata Provinsi Kc 
Kabupateri/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) 



NO. IBU KOTA 
KABUPATEN/KO'l'ATUJUANI SATUAN PROVINS! BE SARAN 

43 Medan Kota Pematang Siantar 
- 

Orang/Kali 225.000 
44 Medan Kota Sibolga Orang/Kali 345.000 
45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali 285.000 
46 Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali - 203.000 

RIAU - 
,.._ 

47 Pekanbaru Kab. Indragiri HiJir Orang/Kali 380.000 
48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali 315.000 
49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali ·- 200.000 ..__.. 
50 Pekanbaru Kab. Kuan.tan Singingi Orang/Kali 300.000 
51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali 225.000 ..____ 
52 Pekanbaru Kab. Rokan I Iilir Orang/Kali 350.000 

>-- 
53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali 322.000 
54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali 350.000 
55 Pekanbaru Kota Dumai I Orang/Kali 400.000 

KEPULAUAN RlAU - 

56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali 185.000 
JAM Bl 

57 Jam bi Kab. Batanghari Orang/Kali 175.000 -- 58 Jam bi Kab. Bungo Orang/Kali 270.000 
59 Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali 325.000 ---- 
60 Jam bi Kab. Merangin Orang/Kali 260.000 
61 Jam bi Kab. Muaro Jambi Orang/KaJi 170.000 - 62 Jarobi Kab. Sarolangun Orang/Kali 241.000 - - 63 Jrunbi Kab. Tanjuog Jabung Barat Orang/Kali 225.000 
64 Jam.bi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali 190.000 
65 Jam bi Kab. Tebo Orang/Kali 250.000 -- -- 66 Jam bi Kola Sungai Penuh Orang/Kali 308.000 ·-~ - 

SUMATERA BARAT 
67 Padang Kab. Agam Orang/Kali 225.000 
68 Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali 250.000 - -- 69 Padang Kah. Lima Puluh Kota Orang/Kali 225.000 
70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali 205.000 - 

Orang/Kali 250.000 71 Padang Kab. Pasaman 
- -- Orang/Kali 72 Padang Kah. Pasaman Barat 250.000 

73 Padang Kah. Pesisir Sclatan Orang/Kali 205.000 
74 Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali 225.000 
75 Padang Kah. Solok Orang/Kali 210.000 
76 Padang Kah. Solok Selatan Orang/Kali 250.000 
77 Padang Kab. Tanah Datar Orang/Kali 220.000 
78 Padang Kola Bukit Tinggi Orang/KaJi 215.000 - 79 Padang Kola Padang Panjang Orang/Kali 210.000 
80 Padang Kola Pariaman Orang/Kali 200.000 
81 Padang Kota Payaku.mbuh Orang/Kali 225.000 
82 Padang Koia Sawahlunto Orang/Kali 215.000 
83 Padang Kota Solok Orang/Kali 210.000 

SUMATERA SELATAN 

I I Orang/Kali I - 84 Palembang Kab. Banyuasin 203.000 



NO. IBU KOTA 
KABUPATEN/KOTA TUJUAN lsATUAN I 

PROVINS! BE SARAN 
85 Palembang Kab, Empat Lawang Orang/Kali 315.000 
86 Palembang Kab. Labat Orang/Kali 250.000 .._ 
87 Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali 235.000 
88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali 235.000 
89 Palembang Kah. Musi Rawas Orang/Kali 320.000 
90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali 325.000 
91 Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali 205.000 
92 Palembang Kab. Ogan Komering llir Orang/Kali 205.000 
93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali 248.000 
94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali - 250.000 

Selatan 
95 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali - 245.000 

Timur 
96 Palembang Kab. Pali Orang/Kali - 265.000 
97 -- Palembang Kola Lubuk Linggau Orang/Kali 290.000 
98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali 280.000 
99 Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali 205.000 

LAMPUNG - 
100 Bandar Lampung - Kab. Lampung Ba.rat Orang/Kali 270.000 
101 Bandar La.mpung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali 234.000 
102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengan Orang/Kali 246.000 
103 Bandar Lampung Kab. LampungTi.mur Orang/Kali 246.000 - 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali 252.000 
105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/Kali 276.000 
106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/Kali 216.000 
107 Bandar Lampung Kab. Pcsisir Barat Orang/Kali 200.000 - 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali 222.000 
109 Bandar Lampung Kab, 'I'anggarnus Orang/Kali 240.000 .._ 
110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali 252.000 
] l] Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Baral Orang/Kali 267.000 

--·- 
112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali 270.000 
113 Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali 234.000 

BE::"lGKULU 
114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Ora.ng/Kali 344.000 
115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali 232.000 
116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali 313.000 
117' Bcngkulu Kab. Kaur Orang/Kali 385.000 
118 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali 298.000 
119 Bcngkulu Kab.Lebong Orang/Kali 375.000 
120 BengkuJu Kab. Mukomuko Orang/Kali 423.000 - - -- - 121 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali 313.000 - 122 Bcngkulu Kab. Seluma Orang/Kali 282.000 

BANGKA BELITUNG 
123 Pangkal pinang Kab. Bangka Orang/Kali 250.000 - - ~ang/Kali 275.000 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat 
125 Pangkalpinang Kah. Bangka Selatan Orang/Kali 275.000 
126 Pangkalpiriang Kab. Bangka Tcngah Orang/Kali 250.000 



260.000 

140 Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali 280.000 
1---+-- ------+------"'-'----1-------l 141 Bandung Kab. Ga.rut Orang/Kali 243.000 
1--lf----------+-- ----------- 142 Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali 275.000 - 

143 Bandung Kab. Karawang Orang/Kali 248.000 
-14-4-+-B-an_d_un_g_· ---+--Ka-b. Kuningan Orang/ Kali 275.000 

145 Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali 235.000 
146 Bandung Kah. Pangadaran Orang/Kali 283.000 
147 Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali 218.000 ----- 148 Bandung Kab. Subalg Orang/Kali 208.000 
149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/ Kali 245.000 
150 Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali 230.000 
151 Bandung Kab. Tasi.kmalava Orang/Kali 245.000- 

152- Bandung Kota Banjar Orang/Kali 283.000 .....___ ------''---- 1-----'-----~ 153 Bandung Kota Bekasi Orang/Kali 265.000 
154 Bandung Kola Bogor Orang/Kali 285.000 

,__l 5_5 __ 8_a_n_d-un_g __..._K_o_la Cimahi Orang/ Kali 168_.~_0_0 
156 Bandung Kota Cirebon Orang/Kali 270.000 
157 Bandung Kota Depok Orang/KaJi 275.000 ___ ___;;..;.__-t------1 

158 Bandung Kota Sukabuuu Orang/Kali 226.000 
159 Bandung Kola Tasik:maiay; Orang/Kali 245.000 1---~--___;;.. _.___ ~ 

JAWA TENGAH 
----,..--------- 

160 Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali -------------+--- 16 l Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali 257.000 
162 Semarang Kab. Batang Orang/Kali 140.000 
163 Semarang Kab. Blora Orang/ Kali 270.000 -------+-----------~ ·------+-- ) 64 Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali 240.000 
165 Semarang Kab. Brebes Orang/Kali 263.000 ----11-------------+-- __, 
166 Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali 280.000 

------t--~- 
167 Semarang Kab. Demak Orang/Kali 230.000 168 Semarang Kab. Grobogan ,_O_r_an-g/_Ka_l_i _,_ __ 2_3_5-.0-0_0___, 

-----+--- ~------+-- 169 Semarang Kab. Jepara Orang/Kali 240.000 ----- __: 70 Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali__._ __ 2_50_._0_00____, 

135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali 275.000 
136 Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali 265.000 -------~ 137 Bandung Kab. Bogor Orang/KaJj 185.000 

--+-- 138 Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali 245.000 
139 Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali 215.000 

127 Serang Kab. Lebak Orang/Kali 208.000 
128 Serang Kab. Pandegiang Orang/Kali 138.000 
129 Scrang Kab. Scrang Orang/Kali 160.000 
130 Scrang 1-Kab--.-T-an-ge.....:r::...an-g-----1--0-r-an-=-g/:.....K_ali_. -1--254.000 

>------!--- ------+--------'- '--------- +---=.:....--1----~ 
131 Serang Kota Cilegon Orang/Kali 160.000 
132 Serang Kota Tangerang Orang/ Kali 313.000 

133 Serang Kola Tangerang Selatan Orang/Kali 347.000 
..._ ----1'--JA_W_A-=B;__ARAT -----'-- --~-------1 
134 Bandung Kab. Bandung Orang/Kali 183.000 

BAN TEN 
IBU KOTA 
PROVINSI NO. KABUPATEN/KOTA TUJUAN \ _s_A_T=U=AN==--_._l-_a_E_s_A~ 



NO. IBU KOTA 
KABUPATEN/KOTA TUJUAN PROVINSI SATUAN BESARAN 

171 Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali 260.000 
172 Semarang Kab. Kenda) Orang/Kali 230.000 
173 Semarang Kab. Klateo Orang/Kali 250.000 - 174 Semarang Kab.Kudus Orang/Kali 235.000 
175 Semarang Kab. Magelang Orang/Kali - 240.000 
176 Semarang Kab. Pati Orang/Kali 240.000 
177 Semarang Kah. Pekalongan -- 

Orang/Kali 245.000 - 178 Semarang Kah. Pemalang Orang/Kali 250.000 - 179 Semarang Kah. Purbaliogga Orang/Kali 270.000 - 180 Semarang Kah. Purworejo Orang/Kali 250.000 
181 Semarang ~.Rembang Orang/Kali 250.000 
182 Semarang Kab. Semarang Orang/Kali 230.000 
183 Semarang Kab. Sragen Orang/Kali - 250.000 
184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali 250.000 - - 185 Semarang Kab. Tega! Orang/Kali 260.000 
186 Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali 240.000 
187 Semarang Kab. Wonogi.ri Orang/Kali 250.000 
188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali 250.000 
189 Semarang Kora Magelang Orang/Kali 240.000 
190 Semarang Kola Pckalongan Orang/Kali 245.000 
191 Semarang Kota Salatiga Orang/Kali 235.000 
192 Semarang Kota Surakarta Orang/Kali 245.000 - - 193 Semarang Kola Tegal Orang/Kali 260.000 ~ 

D.I. YOGYAKARTA 
194 Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali 250.000 
195 Yogyakarta I Kab. Gunung Kidul Orang/Kali 350.000 - 196 Yogyakarta 

I 
Kab. Kulon Progo Orang/Kali 350.000 

>----- - 197 Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali 200.000 - JAWATIMUR 
198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali 225.000 
199 Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali 285.000 

- 
200 Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali 255.000 - - 201 Surabaya Kab. I3ojonegoro Orang/Kali 225.000 - 202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali 225.000 - 203 Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali 225.000 - - 204 Surabaya Kab. Jember Orang/Kali 261.000 -- 
205 Surabaya Kab, Jombang Orang/Kali 235.000 
206 Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali 235.000 ~ .- 
207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali 225.000 
208 Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali 261.000 
209 Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali 245.000 
210 Surabaya Kab. Magclan Orang/Kali 253.000 
211 Surabaya Kab. Malang Oi:ang/Kali 228.000 
212 Surabaya Kab. Mojokcrlo Orang/Kali 225.000 - Orang/Kali 245.000 213 Surabaya Kab. Nganjuk 
214 Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali 253.000 
215 Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali 285.000 - -- 



NO. TBU KOTA 
KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN PROVINS! BESA RAN 

216 Surabaya Kah. Pamekasan Orang/Kali 243.000 
217 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali 228.000 
218 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali 255.000 
219 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali 228.000 
220 Surabaya Kah. Sampang Orang/Kali 235.000 
221 Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali 240.000 
222 Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali 255.000 
223 Surabaya Kab, Sumenep Orang/Kali 255.000 
224 Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali 245.000 
225 Surabaya Kab. Toban Orang/Kali 245.000 
226 Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali 245.000 
227 Surabaya Kota Batu Orang/Kali 242.000 
228 Surabaya Kota Blitar Orang/Kali 255.000 
229 Surabaya Kola Bojonegoro Orang/Kali 255.000 
230 Surabaya Kota Kediri Orang/Kali 235.000 
231 Surabaya Kota Madiun Orang/Kali 245.000 
232 Surabaya Kota Malang Orang/Kali 228.000 
233 Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali 225.000 -- 234 Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali 228.000 

NUSA TENGGARA BARAT 
235 Matar am Kah. Lombok Barat Orang/Kali 325.000 - 236 Matar am Kab. Lombok Tengah Orang/Kali 450.000 
237 Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali 350.000 

NUSATENGGARATIMUR 
238 Ku pang Kah. Belu Orang/Kali 325.000 
239 Ku pang Kah.Kupang Orang/Kali 175.000 
240 Ku pang Kah. 1'imor Tengah Selatan Orang/Kali 218.000 
241 Ku pang Kab. Timor Tengah Utara Orang/Kali 275.000 

KALJMANTAN BARAT 
242 Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali 270.000 
243 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/ Kali 550.000 
244 Pontianak Kah. Kayong Utara Orang/Kali 550.000 
245 Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali 550.000 
246 Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali 185.000 
247 Pontianak Kah. Landak Orang/Kali 270.000 
248 Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali 430.000 
249 Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali 230.000 
250 Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali 300.000 
251 Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali 303.000 - Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali 343.000 252 
253 Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali 392.000 
254 Pontianak Kota Singkawang Orang/Kali 257.000 

KALIMANTAN TENGAH 
255 Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali 290.000 
256 Palangkaraya Kab, Barito Timur Orang/Kali 333.000 



NO. TSU KOTA 
KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN PROVINSI BESA.RAN 

257 Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali 425.000 
258 Palangkaraya Kab. Gunuog Mas Orang/Kali 300.000 
259 Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali 275.000 
260 Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali 250.000 
261 Palangkaraya Kah. Kotawaringin Barat Orang/Kali 425.000 
262 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali 300.000 
263 Palangkaraya Kab. Lamandau - Orang/Kali 525.000 
264 Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali 448.000 
265 PaJangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali 250.000 
266 Palangkaraya Kab. Seruyan - Orang/Kali 328.000 
267 Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali 525.000 

KALIMANTAN SELATAl~ 
268 Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali 

- 230.000 
269 Banjarmasin Kah. Banjar Orang/Kall 170.000 
270 Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/Kali - 200.000 
271 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali 200.000 
272 Banjarmasin Kah. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali 212.000 
273 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali 218.000 
274 Banjarmasin Kab. Kota Baru Orang/Kali 290.000 
275 Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali 234.000 
276 Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali 300.000 - 277 Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali 200.000 
278 Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali 189.000 - 279 Banjarmasin Kata Banjarbaru Orang/Kali 225.000 

KALIMANTAN TIMUR 
280 Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali 1.500.000 
281 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali 500.000 - 282 Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali 1.350.000 
283 Samarinda Kab. Paser Orang/Kali 1.650.000 
284 Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Orang/Kali 650.000 - - Kota Balikpapao Orang/Kali 550.000 285 Samarinda 
286 Samarinda Kota Bontang Orang/Kali 600.000 

SULA WESl U'C'ARA 
287 Man ado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali 250.000 
288 Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali 275.000 

Sela tan 
289 Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali 250.000 

Timur 
- 

290 Man ado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali 300.000 
Utara 

291 Mana do Kab. Minahasa Orang/Kali 180.000 
Kab. Minahasa Selatan 

- 
292 Manado Orang/Kall 180.000 -- Orang/Kali 200.000 293 Manado Kab. Minahasa Tenggara 
294 Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali 175.000 -- 295 Manado Kota Bitung Orang/Kali 175.000 
296 Manado Kola Kotamobagu Orang/Kali 250.000 
297 Manado Kota Tomohon Orang/Kali ]70.000 

- 



NO. IBUKOTA I KABVPATEN/KOTA TUJUAN I I PROVINS! SATUAN BE SARAN 
...___ 

GORONT/\LO - 
298 Gorontalo Kab. Boalemo I Orang/Kali 400.000 
299 Gorontalo Kah. Gorontalo Orang/Kali 300.000 
300 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali 350.000 i- 

301 Goronlalo I Kab. Pahuwato Orang/Kali 650.000 
SULAWESI BARAT 

302 Marnuju Kah. Majcnc Orang/Kali 240.000 
303 Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali 359.000 
304 Mamuju Kah. Mamuju Tengah 

- 
200.000 Orang/Kali 

305 Mamuju Kah. Pasangkayu Orang/Kali 270.000 
306 Ma.mu ju I Kab. Polcwah Mandar Orang/Kali 260.000 

SULAWESl SELATAN -- 
307 Makassar Kah. Bantacng Orang/Kali 235.000 
308 Makassar Kab. Barru Orang/Kali 210.000 '-- - 309 Makassar Kab.Bone Orang/Kali 240.000 
310 Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali 240.000 
311 Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali 250.000 
312 Makassar Kah. Gowa Orang/Kali 175.000 

Makassar Kah. Jeneponto Orang/Kali - 313 230.000 - 314 Makassar Kah. Luwu Orang/Kali 350.000 
315 Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali 375.000 
316 Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali 

,- 
365.000 

317 Makassar Kab. Mares Orang/Kali 170.000 
318 Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali 230.000 
319 Makassar Kah. Siderueog Rappang Orang/Kali 230.000 
320 Makassar Kah. Sinjai Orang/Kali 235.000 
321 Makassar Kab.Soppeng Orang/Kali 235.000 

>- 
Kab. Takalar Orang/Kali 190.000 322 Makassar 

323 Makassar Kab, Tanatoraja Orang/Kali 350.000 
324 Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali 350.000 
325 Makassar Kab. Wajo Orang/Kali 230.000 - Orang/KaJj 350.000 326 Makassar Kota Palopo - 327 Makassar Koto Pare-Pare Orang/Kali 225.000 - - SULAWESl TB:NGAH 
328 Palu Kab. Luwuk Orang/Kali 400.000 -- 329 Palu Kab. Buol Orang/Kali 472.000 - 330 Palu Kab. Donggala Orang/Kali 130.000 ... 

Orang/Kali 400.000 331 Palu Kab. Morowali 
332 Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali 400.000 
333 Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali 250.000 
334 Palu Kab. Poso Orang/Kali 280.000 
335 Palu Kab. Sigi Orang/Kali 219.000 

Orang/Kali 
- 336 Palu Kab. Tojouna-Una 350.000 

337 Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali 412.000 
SULA WESf TENGGARA - Orang/Kali 355.000 338 Kendari Kab. Bombana 

339 Kendari J Kab. Kolaka Orang/Kali 370.000 - - 



d. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari OKI Jakarta Kc Kabuparen/Kota 
Sekitar (One Way). 
~ 
NO. !BU KOTA KABUPATEN/KOTA SATUAN BESA RAN 

PRO VIN SJ TU JUAN 

(1) (2) (3) (4) - (5) 
1 Jakarta Kota Bekasi 284.000 

Oraria/Kali 
2 Jakarla Kab. Bekasi 284.000 

Orang/Kali -- 3 Jakarta Kab. Bogor 300.000 
Orane:/Kali -- 

4 Jakarta Kota Bogor 300.000 
- Orang/Kali ·- - Kota Dcpok 5 Jakarta 275.000 

Orang/Kali - - 6 Jakarta Kota Tangerang 286.000 
Oran-z.LKali 

7 Jakarta Kota Tangcrang Selatan 286.000 
Orane/Kali -- 310.000 8 Jakarta Kab. Tangcrang 
Oranu/Kali -- Kepulauan Seribu 428.000 9 Jakarta 

- Orane:/Kali 

NO. IBU KOTA 
KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN PROVINSl 

340 Kendari Kab. Kolak.a Timur Orang/Kali 300.000 
341 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali 425.000 
342 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali 300.000 
343 Kendari ·- Kab. Konawc Selatan Orang/Kali 305.000 
344 Kendari Kah. Konawc Utara -- - 

Orang/Kali 300.000 -- - MALUKU UTARA 
345 Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali 850.000 -- 346 Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali 1.000.000 
347 senn Kab. Halmahcra Timur Orang/Kali 1.250.000 
348 Sofifi Kab. Ha-Imahera Utara Orang/Kali 900.000 

PAPUA 
349 Jayapura Kah.Jayapura Orang/Kali 600.000 
350 - Jayapura Kab. Kcerom Orang/Kali 900.000 - - 351 Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali 2.700.000 
352 Jayapura Kab. Mcrauke Orang/Kali 1.134.000 

PAPUA BARAT 
353 Manokwari Kab. Teluk Binturii Orang/Kali 900.000 - ·- >--- 
354 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali 750.000 - Orang/Kali 355 Manokwari Kab. Pcgunungan Arfak 2.650.000 -- Orang/Kali 1.000.000 356 Manokwari Kota Sarong - 



TARrFHOTEL i - Bupati/ 
Wakil Pejabat Golongan 

PROVINS! Bupati/ Anggota PcjabaL 
N'O SAT. Ketua DPRD/ Eselon Ill/ Eselon 1/ II/ 

TUJUA.N fV/ Pegawai DPRD/ Pejabat Golongan 
Wald I Eselon II lV Golongan Tidak 
Ketua m Tetap 
DPRD 

Aceh 
-- 

l OII 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000 
2 Surnatera OH 4.960.000 - 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000 

Utara 
3 Riau OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000 
4 Kcpulauan OH 4.275.000 1.854.000 l.037.000 792.000 792.000 

Riau 
5 Jambi OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 580.000 580.000 
6 Sumatera OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000 

Baral - - 7 Sumatera OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000 
Sela Lan 

8 Larnpung OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 580.000 580.000 -- 9 Bengkulu OH 2.071.000 1.628.000 1.546.000 630.000 630.000 - 10 Bangka OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000 
Belitung 

11 Ban ten OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000 
12 Jawa Barat OH 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000 
13 D.K.1 OH 5.850.000 1.490.000 992.000 730.000 730.000 

Jakarta 
'Jawa - - >------ 

14 Oii 4.242.000 1.480.000 954.000 600.000 600.000 
Tcngah -- 15 D.I. OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000 
Yogyakarta -- 664.000 664.000 16 Jawa Timur OH 4.400.000 1.605.000 1.076.000 - 17 Bali OH 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000 

18 Nusa OH 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000 
Tenggara 
Bar at 

19 Nusa OH 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000 
Tenggara 
Timur 

20 Kalimantan OH 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 ~38.000 
Bar at 

- >- 1.160.000 659.000 659.000 21 Kalirnantan OH 4.901.000 3.391.000 
Tengah 

22 Kalimantan OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 540.000 540.000 
Sela Lan 

a. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota 

lll. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS 



TARIF HOTEL -- Bupati/ Anggota Pejabo.t Pcjabat Golongan 
Wakil DPRD/ Eselon Eselon 1/11/ 
Bupati/ Pejabat HI/ rv I Pcgawai 

NO. TU JUAN SAT. Ketua Eselon ll Golongan Go Longan Tidak 
DPRD/ IV Ill Tetap 
Wakil 
Ketua 
DPRD - - 500.000 1 Perjalanan OH 1.000.000 900.000 600.000 500.000 

Din as 
Dalam Kola - 

b. Saluan Biaya Pcnginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota 

TARlF HOTEL 
Bupati/ 

Wakil Pejabat Golongao 
PROVINS! Bupati/ Anggota Pejabal NO SAT. Kctua DPRD/ Eselon III/ Esclon l/ll/ TUJUAN IV I Pegawai DPRD/ Pejabat Golongan Golongan Tidak Wakil Eselon ll IV 

Kctua Lil Tetap 
DPRD 

23 Kalimantan OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000 
Timur 

-- 24 Kalimantan OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000 
Utara 

25 Sulawesi OH 4.919.000 2.290.000 - 924.000 782.000 782.000 
Utara 

26 Gorontalo OH 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000 
f- - - 27 Sulawesi OH 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000 l 

Ba rat - 28 Sulawesi OH 4.820.000 1.550.000 1.020.000 732.000 732.000 
Sclatan 

29 Sulawesi OH 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000 
Tengah 

- 30 Sulawesi OH 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000 
Tcnggara 

31 Maluku OH 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000 
·- 

32 Maluku OH 3.440.000 3.175.000 1.073.000 600.000 600.000 
Ulara - 2.521.000 829.000 829.000 33 Papua OH 3.859.000 I 3.318.000 

34 Papua OH 3.872.000 I 3.212.000 2.056.000 718.000 718.000 
Barat - 



NO. URAIAN SATUAN 
I DALAM KOTA LEBTH 

LUAR KOTA DARI 8 (DELAPAN) 
JAM 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Pejabat Negara, Bupati, OH 250.000 125.000 

Wakil Bupati, Pimpinan 
DPRD, Anggota DPRD 

- 2 Pcjabat Eselon I OH 200.000 100.000 
- 3 Pejabat Esclon n OH 150.000 75.000 

IV. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DTN/\S 



NO PEJABAT MODA TRANSPORTASJ 
PESA WAT KAPAL KERET/\ TRANSPORTASl 

LAUT APl/BUS LAJNNYA 
] Bupati, dan Bisnis VIP/ Spesial/E Sesuai Kenyataan 

Kelua DPRD kelas ksckutif 
IA 

2 Wakil Bupati Bisnis VIP/ Spcsial/ Sesuai Kenyataan 
dan Wakil Kctua kc las Eksekutif 
DPRD IA -- 

3 Anggota DPRD Ekonomi Kelas I Eksekutif Sesuai Kcnyataan 
dan Pejabat B 
Eselon Tl 

4 Pejabat csclon Ekonorni Ke las Eksekutif Sesuai Kenyataan 
Ill/ PNS llA 
Golongan IV/ 
Doktcr Ahli 

5 Pejabal eselon Ekonomi Kelas Eksckutif Sesuai Kenyataan 
IV/PNS IIA 
Golongan III, 

I- 

6 Staf/PNS Ekonorni Kclas Eksekutif Scsuai Kenyataan 
Golongan ll, HA 
Golongan I 

FASILITAS TRANSPORT BAGJ PELAKSANA PERJALANAN DINAS 

LAM Pl RAN III 

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 

TENTANG 
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 



Pejabat Pcmbuat Kornitmen 

: Rp . 
: Rp . 
: Rp . 

Ditctapkan sejumlah 
Yang telah dibayar sernula 
Sisa kurang/ Lebih 

PERHrTUNGAN SPPD RAMPUNG 

Yang Mcnerima Uang Bcndahara Pengeluaran 

Telah menerima sejumlah uang sebcsar 
Rp . 

Tclah dibayar scjumlah 
Rp .. 

............ tanggal. bulan. tahun 

No PERlNCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 

1. 
2. 
3. 
4. 

...__ JUMLAH Ro. 
Tcrbilang 

Larnpiran SPPD Nomor : 
Tanggal 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

LAMPIRAN iv 

PERATURAN BUPATl KLUNGKUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENT ANG 

PELAKS/\NMN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 



Yang Membual Surat Pernbatalan, 

Demikian surat pembatalan ini dibuat dengan scbenamya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mcstinya. 

DibataJkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas 
lainnya yang sangat mendesak/penting clan tidak dapat ditunda 
yaitu . 
Schubungan dengan pcmbatalan tersebut pclaksanaan pcrjalanan dinas tidak 
dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain. 

Jabatan 
SKPD 

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama : 
Narna . 
NIP . 

Nama 
NIP 
Jabatan 
SKPD 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

SURAT PEMBATALAN PERJALANAN DINAS 
NOMOR: 

KOPSURAT 

FORMAT SURAT PEMBATALAN PERJJ\LANAN DINAS 

LAMPIRAN V 

PERATURANBUPATIK.LUNGKUNG 

NOMOR l TAHVN 2021 

TENT ANG 

PELAKSANAAN PERJALANAN DTNAS DALAM NEGERJ 



Yang Membuat Pemyataan, 

Dcmikian surat pembcbanan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mcslinya. 

Berkenaan dengan pcrnbatalan tersebut, biaya yang terlanjur dibayarkan 
berupa yang tidak dapat dikembalikan/rcfund (sebagian/scluruhnya) 
sebesar Rp sehingga dibebankan pada DPA Nomor: 
......... tanggal SKPD . 

Dibatalkan scsuai dengan surat Pernbatalan Perjalanan Dinas 
Nomor ....... tanggaL ..... 

Nam a 
NIP 
Jabatan 
SKPD 

menyatakan dengan scbenarnya, bahwa perjalanan clinas berdasarkan surat 
perintah tugas nomor: , tanggal dan SPPO Nomor tanggal atas 
nama: 

Nam a 
NIP 
.Jabatan 
SKPD 

NOMOR: 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS 

PORMAT SURAT PEMBEF3ANAN BIAYA PEMBATALAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS 

KOPSURAT 

LAMPIRAN vr 
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG 

PEL/\KSANAAN PERJALANAN DINAS OALAM NEGERl 



NIP . NIP . 

. tanggal, bulan, tahun 
Pclaksana SPPD 

Mengetahui/Menyetujui: 
Pejabat Pembuat Kornitrncn, 

Demikian surat pemyataan ini karni buat dcngan sebenarnya, untuk digunakan 
sebagaimana mestinya. 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk 
pelaksanaan Pcrjalanan Dinas dimaksud. 

- No Uraian Jumlah 
1. 
2. 
3. 

- Jumlah - 

Bcrdasarkan Surat Perin Lah Perjalanan Dinas (SPPD} Nomor............ tanggal 
.............. dengan ini kami menyatakan dengan scsungguhnya bahwa: 
1. Biaya transport dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat 

diperolch bukti-bukti pengeluarannya meliputi: 

Nam a 
NIP 
.Jabatan 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

DAITAR PENGELUARAN RIIL 

KOP SURAT 

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

LAMPCRAN VII 
PERATURAN BUP/\Tl KLUNGKUNG 

NOMOR 1 TAHUN 2021 
TENTANG 

PELAKSANAAN PERJALAN/\N DINAS DALAM NEGERI 



2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan 
Sclayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 

3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke ternpar 
kedudukan (kantor). 

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan pcrjalanan 

dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabonc Rate di Kabupatcn 
Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut: 

a. Kcberangkatan 

1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya kc 
Bandara .Juanda Surabaya; dan 

2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kcpulauan Selayar ke 
ternpat tujuan (hotel, pcnginapan, atau kantor] di Kabupaten 
Kcpulauan Selayar; 

3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tcmpat tujuan 
penugasan di Kccamatan Takabone Rate menggunakan moda 
transportasi darat dan laut dibcrikan pcmbiayaan sccara at cost. 

b. Kepulangan 

1) satuan biaya transporlasi dari tempat tujuan di Kecamatan 
Takabone Rate mcnuju hotel penugasan menggunakan moda 
transportasi daral dan laut dapat diberikan pcmbiayaan secara at 
cost; 

Contoh 2 

b. Kepulangan 

1) Saluan biaya Lransportasi dari tempat tujuan rncnuju hotel 
pen.ugasan menggunakan moda transportasi dapat dibcrikan 
pcm biayaan sccara at cost; 

2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pcgunungan 
Bintang) kc Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 

3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya kc tcmpat 
kcdudukan [kantor). 


